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PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH DAN STANDAR BIAYA UMUM

PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
' TAHUN ANGGARAN 2017

PERUBAHAN

I f l
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANDAILING NATAL,

bahwa Surat Sekretariat DPRD Nomor : 900/307/Setwan / 2016
tanggal 29 Nopember Perihal Usulan Pertambahan Uang Harian
Pimpinan / Anggota DPRD ;

: a.

Badari Penanggulangan Bencana Daerahbahwa
Kabupaten Mandailing Natal Noruor : 364/ 021/BPBD/ 2016
tanggal 28 Juli 2016 perihal Pengajuan Usulan Upah Tenaga
Honorer Petugas Pemadam Kebakaran TA. 2016 ;

b. surat

111 bahwa Rapat TAPD Kabupaten Mandailing Natal tanggal 15
Desember 2016 ;

bahwa
pada huruf a, b dan c , perlu menetapkan Peraturan Bupati
Mandailing Natal
Mandailing Natal Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tunjangan
Kinerja Daerah dan Standar Biaya Umum Pemerintah
Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2016;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten
Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3794}; -

c.

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudd.

tentang Perubahan Peraturan Bupati

: 1 ..Vnii - un^cit ,

2 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang : Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286}; 4



3. Unclang- llndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355) ;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan clan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan aniara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republilclndonesia Nomor 4436) ;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Per-aturan Perundang- Undang (Lembaran Negara Republik '

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) ;

t. '

7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494) ;

8. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244-, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679) t

9 . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

dengan Peraturan
tentang

Peraturan Menteri Dalam Negeri
2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310) ;

:

telah diubah beberapa kali , terakhir
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun , 2011
Perubahan Kedua Atas
Nomor 13 Tahun



:

12. Peraturan Menteri Dalam. Negeri Nomor 55 Tahun 2008
terming Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporari
Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

*

13. Peraturan Menteri Dalam. Negeri Nomor 52 Tahun 2015
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dantentang

;Belanja Daerah Tainan Anggaran 2016 (BeritaJNIegara Republik
Indonesia Tahun 20.15 Nomor 903) ;

14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
33/ PMK.02/ 2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun
Anggaran 2017;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 34
Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun
2007 Nomor 34) ;

MEMUTUSKAN ':

: PERU BAHAN PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL NOMOR
17 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH DAN
STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING '

NATAL TAHUN ANGGARAN 2017.

lapkan

Pasal 1
:

ik - tentiiau dalam huruf B di tambah satu point B. 8 pada Lampiran I dan huruf C,
1:1 . huruf P dan huruf AB lampiran II Peraturan Bupati Mandailing Natal

Nwn .ur 17 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah dan Standar Biaya
. . . . . : ; n iVmerincah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2017 diubah

. , . ; : i ; menainbah sehingga berbunyi sebagai berikut :

!
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SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR KECAMATAN
DA LAM DAERAH

•p t
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Pasal II

' • aui -an Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
i : : p < ) ra ng.mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ig; in penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal.
SO

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 13 Pebruari 2017

BUPATI'MANDAILING NATAL,

ttd.

DAHLAN HASAN NASUTION

.0 i u : ida ngkan - di Panyabungan
pada tanggal 13 Pebruari 2017

;

ids . SRKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL,

ttd.

MHD. SYAFE’ I LUBIS

< ;TA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2017 NOMOR 2i 5 i

Saliucpi sesuai dengan aslinya
Kcpaia Bagian Hukum
Seidakab Mandailing Natal

A

ALAMULHAQ DAULAY, SH
PEMBINA Tk. I
NIP. i 9661227 199703 1 006


